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Abstrak
Penelitian ini menganalisis kontribusi pengembangan pendidikan dan ketenagakerjaan Orang Asli Papua (OAP) terhadap penguatan kapasitas ekonomi Kabupaten Puncak. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif dan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan melibatkan 10 informan yang dipilih secara purposif dari perangkat daerah lintas sektor, meliputi unsur sekretariat daerah, pertanian, perindustrian dan koperasi, perekonomian, ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat, sosial, UMKM, dan hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi/kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan OAP belum optimal karena akses wilayah pedalaman, keterbatasan sarana, kekurangan dan ketidakmerataan guru, serta menurunnya partisipasi pada jenjang menengah. Ketenagakerjaan OAP masih didominasi sektor informal, terutama pertanian tradisional, UMKM, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga, sedangkan keterlibatan pada sektor formal masih terbatas. Faktor pendukung utama adalah kebijakan afirmasi, Dana Otonomi Khusus, komitmen pemerintah daerah, program beasiswa dan pemberdayaan, serta potensi pertanian dan UMKM; sementara faktor penghambat meliputi geografis, infrastruktur, keterampilan, modal, teknologi, informasi kerja, akses pasar, dan pendampingan. Temuan mengidentifikasi mekanisme integratif pendidikan–kompetensi–dua jalur ketenagakerjaan (formal dan ekonomi lokal)–peningkatan kesempatan kerja dan usaha–pendapatan serta kemandirian ekonomi OAP. Penelitian merekomendasikan pengembangan SDM yang lintas sektor, afirmatif, berbasis potensi lokal, dan adaptif terhadap karakteristik pegunungan Kabupaten Puncak.
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Abstract
This study analyzes the contribution of education and employment development among Indigenous Papuans (Orang Asli Papua/OAP) to strengthening the economic capacity of Puncak Regency. A qualitative descriptive design was employed in 2026, involving 10 purposively selected informants from cross-sector local government agencies, including the regional secretariat, agriculture, industry and cooperatives, economic affairs, food security, social welfare, social services, MSMEs, and legal affairs. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document review and analyzed through data reduction/condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that OAP education development remains suboptimal because of difficult access to remote areas, limited educational facilities, shortages and uneven distribution of teachers, and declining participation at the secondary level. OAP employment remains concentrated in the informal sector, particularly traditional agriculture, MSMEs, small-scale trade, and household enterprises, while participation in formal employment is still limited. The main enabling factors are affirmative policies, Special Autonomy funding, local government commitment, scholarship and empowerment programs, and the potential of agriculture and MSMEs. Major constraints include geography, infrastructure, skills, capital, technology, job information, market access, and mentoring. The study identifies an integrated mechanism linking education, competence development, two employment pathways (formal employment and the local economy), expanded work and business opportunities, income, and OAP economic self-reliance. It recommends a cross-sector, affirmative, locally grounded, and geographically adaptive human-resource development strategy for Puncak Regency.
Keywords: education, employment, Indigenous Papuans, human capital, economic growth, Puncak Regency.

Ⅰ. PENDAHULUAN
Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi daerah karena kualitas pendidikan, keterampilan, dan produktivitas menentukan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah. Dalam perspektif Human Capital Theory, pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas kerja, dan produktivitas individu (Schultz, 1961; Becker, 1993). Pada tingkat regional, peningkatan kualitas modal manusia kemudian berhubungan dengan produktivitas, pendapatan, daya beli, kemampuan berinovasi, serta kapasitas perekonomian untuk berkembang secara lebih inklusif (Todaro & Smith, 2015). Dengan demikian, pendidikan dan ketenagakerjaan bukan dua sektor yang berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian pembangunan yang saling memengaruhi.
Keterkaitan tersebut menjadi sangat penting pada wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang tinggi seperti Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Karakter pegunungan, pola permukiman yang terpencar, keterbatasan transportasi, dan tingginya biaya distribusi berdampak langsung terhadap akses masyarakat pada sekolah, pelatihan, informasi pekerjaan, pasar, dan pelayanan publik. Pada saat yang sama, struktur mata pencaharian masyarakat Orang Asli Papua (OAP) masih banyak bertumpu pada pertanian tradisional, perdagangan kecil, UMKM, dan kegiatan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak, 2024).
Secara kebijakan, pengembangan OAP memperoleh dukungan melalui kerangka Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya memberikan dasar bagi kebijakan afirmasi, pembiayaan khusus, serta penguatan pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks pendidikan dan ketenagakerjaan, kerangka tersebut membuka ruang bagi beasiswa OAP, peningkatan sarana pendidikan, penguatan tenaga pendidik, pelatihan kerja, pemberdayaan usaha, dan perluasan kesempatan bagi OAP untuk berpartisipasi dalam sektor formal maupun ekonomi lokal (Republik Indonesia, 2021a, 2021b, 2021c). Namun, keberadaan dukungan regulasi dan pembiayaan belum selalu identik dengan pemerataan manfaat di seluruh wilayah.
Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa kondisi pendidikan OAP di Kabupaten Puncak masih menghadapi persoalan akses dan keberlanjutan. Partisipasi pendidikan relatif lebih baik pada jenjang dasar, tetapi cenderung menurun pada jenjang SMP dan SMA. Hambatan yang berulang meliputi jarak, akses transportasi, terbatasnya ruang belajar dan asrama siswa, kekurangan tenaga pendidik, serta distribusi guru yang belum merata. Pemerintah daerah telah melaksanakan program beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, bantuan pendidikan, penempatan guru, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi jangkauan dan keberlanjutan program masih belum merata pada wilayah pedalaman.
Persoalan pendidikan tersebut berkaitan erat dengan struktur ketenagakerjaan. Sebagian besar OAP masih bekerja pada sektor informal, terutama pertanian tradisional, tanaman pangan dan hortikultura, perdagangan kecil, kios, UMKM, dan usaha rumah tangga. Keterlibatan pada sektor formal masih rendah karena tingkat pendidikan dan keterampilan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Selain itu, akses terhadap modal, teknologi, informasi pekerjaan, pasar, dan pendampingan usaha juga terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Puncak tidak cukup hanya diarahkan pada penyerapan tenaga kerja formal; penguatan produktivitas sektor ekonomi lokal juga harus menjadi bagian utama strategi pembangunan.
Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan keterkaitan antara pendidikan, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Bastianingrum (2024) menunjukkan bahwa pendidikan dan pembangunan manusia berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan kajian mengenai kualitas sumber daya manusia di Papua menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas manusia dalam pembangunan ekonomi wilayah (Yohana et al., 2022). Meskipun demikian, studi yang menempatkan pendidikan OAP, pembentukan kompetensi, ketenagakerjaan formal, ekonomi lokal, dan kebijakan afirmasi dalam satu kerangka yang terintegrasi masih terbatas, khususnya pada konteks Kabupaten Puncak yang memiliki karakter pegunungan dan keterisolasian wilayah. Di sinilah letak kesenjangan empiris dan kontekstual penelitian ini.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi pengembangan pendidikan OAP di Kabupaten Puncak; (2) menganalisis kondisi ketenagakerjaan OAP; dan (3) mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kedua aspek tersebut. Kontribusi utama penelitian adalah merumuskan keterkaitan integratif antara pemerataan pendidikan, pembentukan kompetensi, dua jalur pengembangan ketenagakerjaan—jalur formal dan jalur ekonomi lokal—serta peningkatan kesempatan kerja, usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi OAP. Kerangka ini diharapkan memberi dasar yang lebih operasional bagi kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Puncak.
Ⅱ. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Desain dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif karena fokus penelitian adalah memahami kondisi aktual pengembangan pendidikan dan ketenagakerjaan OAP, pengalaman dan penilaian para pemangku kebijakan, serta hubungan kontekstual antara pendidikan, kompetensi, kesempatan kerja, dan ekonomi lokal. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan fenomena dirangkum secara dekat dengan kondisi dan bahasa lapangan tanpa mengestimasi hubungan kausal secara statistik (Sandelowski, 2000). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada tahun 2026, mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan.
2.2 Informan Penelitian
Informan ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung, pengetahuan, pengalaman, dan posisi mereka dalam program pembangunan daerah. Pemilihan purposif digunakan untuk memperoleh informasi yang kaya dan relevan dengan fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015). Sebanyak 10 informan berasal dari unsur Sekretariat Daerah dan perangkat daerah yang menangani pertanian, perindustrian dan koperasi, perekonomian, tanaman pangan dan hortikultura, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, sosial, koperasi dan UMKM, serta hukum. Pengalaman kerja informan berkisar sekitar 15–25 tahun sehingga perspektif yang diperoleh mencakup kebijakan, implementasi program, serta kondisi faktual lapangan.
2.3 Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam menggunakan pedoman yang mencakup kondisi pendidikan OAP, partisipasi sekolah, program pemerintah, sarana dan tenaga pendidik, struktur ketenagakerjaan, sektor pekerjaan, keterlibatan pada sektor formal, pelatihan kerja, faktor pendukung dan penghambat, serta prioritas solusi. Kedua, observasi terhadap kondisi pelayanan, aktivitas pendidikan dan ekonomi, serta dukungan infrastruktur yang relevan. Ketiga, dokumentasi terhadap laporan dan data dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, dan perangkat daerah terkait. Kombinasi sumber tersebut digunakan untuk memperkuat keterbacaan konteks dan konsistensi pola temuan.
2.4 Teknik Analisis Data
Analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi/kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Jawaban sepuluh informan dikelompokkan menurut tiga fokus penelitian, kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, pola hubungan, serta faktor struktural yang berulang. Hasil wawancara juga dibaca bersama data observasi dan dokumen pendukung. Analisis tidak diarahkan pada generalisasi statistik, melainkan pada konsistensi pola dan penjelasan mekanisme pengembangan pendidikan–kompetensi–ketenagakerjaan–ekonomi lokal dalam konteks Kabupaten Puncak.
Ⅲ. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kondisi Pengembangan Pendidikan OAP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan OAP telah memperoleh perhatian pemerintah daerah, tetapi belum optimal dari sisi pemerataan akses, sarana, tenaga pendidik, dan keberlanjutan pendidikan. Seluruh informan menempatkan kondisi geografis sebagai hambatan yang paling konsisten. Wilayah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau membuat jarak sekolah, transportasi, distribusi fasilitas, dan penempatan guru menjadi persoalan yang saling berkaitan. Seorang informan dari Sekretariat Daerah menggambarkan bahwa keterbatasan paling serius terjadi pada akses pendidikan di wilayah pedalaman dan pegunungan.
Partisipasi sekolah menunjukkan pola yang penting: pendidikan dasar relatif lebih terjangkau, tetapi keberlanjutan pada SMP dan SMA cenderung menurun. Jarak, biaya, akses transportasi, dan keterbatasan fasilitas menjadi faktor yang mendorong terputusnya keberlanjutan pendidikan. Pada beberapa wilayah, ketersediaan ruang belajar, asrama siswa, dan fasilitas penunjang belum memadai. Kekurangan guru dan distribusi tenaga pendidik juga menyebabkan kualitas dan kontinuitas pelayanan pendidikan tidak merata.
Dari sisi intervensi, pemerintah daerah telah menjalankan beasiswa OAP, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, bantuan operasional pendidikan, penempatan guru di distrik terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Kebijakan afirmasi dan Dana Otonomi Khusus memberi landasan pembiayaan yang kuat. Namun, temuan memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan program, melainkan daya jangkau program terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Artinya, efektivitas kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengatasi biaya geografis dan memastikan keberlanjutan pelayanan.
Dalam perspektif modal manusia, rendahnya keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah memiliki konsekuensi lebih luas daripada sekadar capaian sekolah. Pendidikan yang terputus membatasi pembentukan pengetahuan, keterampilan teknis, literasi, dan kesiapan memasuki pelatihan atau pekerjaan formal. Temuan ini konsisten dengan gagasan bahwa investasi pendidikan meningkatkan produktivitas dan kapasitas kerja (Schultz, 1961; Becker, 1993). Karena itu, pemerataan pendidikan OAP harus ditempatkan sebagai investasi ekonomi jangka panjang, bukan hanya sebagai agenda pelayanan sosial.
3.2 Kondisi Pengembangan Ketenagakerjaan OAP
Struktur ketenagakerjaan OAP di Kabupaten Puncak masih didominasi sektor informal dan ekonomi lokal. Informan secara konsisten menyebut pertanian tradisional, tanaman pangan dan hortikultura, perdagangan kecil, kios, UMKM, dan usaha rumah tangga sebagai sumber mata pencaharian utama. Informan dari sektor pertanian menegaskan bahwa mayoritas OAP bekerja pada pertanian tradisional yang masih bersifat subsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi ketenagakerjaan harus bertolak dari struktur ekonomi yang benar-benar menopang kehidupan masyarakat, bukan hanya dari target penyerapan tenaga kerja formal.
Keterlibatan OAP pada sektor formal, termasuk pemerintahan dan swasta, masih terbatas. Hambatan utama adalah tingkat pendidikan, kompetensi, keterampilan kerja, dan akses informasi pekerjaan. Secara umum, informan memandang bahwa semakin tinggi pendidikan dan keterampilan seseorang, semakin besar peluang untuk memasuki pekerjaan formal. Dengan demikian, persoalan ketenagakerjaan formal berkaitan langsung dengan kualitas proses pendidikan sebelumnya serta akses terhadap pelatihan yang relevan.
Pemerintah telah melaksanakan pelatihan kerja, pelatihan pertanian, program pemberdayaan UMKM, dan bantuan usaha. Namun, jangkauan dan keberlanjutan program belum merata. Pada sektor UMKM, bantuan modal atau bantuan usaha saja belum cukup karena pelaku usaha juga memerlukan kemampuan manajemen, teknologi, pendampingan, dan akses pasar. Pada sektor pertanian, peningkatan produktivitas membutuhkan perubahan dari pola subsisten menuju kegiatan yang lebih produktif melalui pelatihan teknis, teknologi tepat guna, dukungan distribusi, dan akses pasar.
Temuan tersebut memperlihatkan dua jalur pengembangan ketenagakerjaan yang sama penting. Jalur pertama adalah pekerjaan formal yang membutuhkan kompetensi, informasi kerja, dan kesempatan afirmatif. Jalur kedua adalah ekonomi lokal—pertanian, hortikultura, UMKM, dan perdagangan—yang membutuhkan teknologi, modal, pendampingan, dan pasar. Pendekatan dua jalur ini lebih sesuai dengan karakter Kabupaten Puncak karena mengakui bahwa peningkatan kesejahteraan OAP dapat dicapai melalui kombinasi pekerjaan formal dan penguatan produktivitas usaha lokal.
3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor pendukung utama adalah kebijakan Otonomi Khusus dan afirmasi OAP. Dukungan tersebut memberi legitimasi sekaligus ruang pembiayaan bagi beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, dan peluang afirmatif pada sektor formal. Para informan juga menilai komitmen pemerintah daerah sebagai faktor penting karena efektivitas program sangat bergantung pada perencanaan, koordinasi lintas perangkat daerah, dan konsistensi implementasi.
Selain pemerintah, lembaga sosial, gereja, dan lembaga adat berperan dalam pendampingan pendidikan, pembinaan moral, dan dukungan sosial. Peran tersebut relevan terutama pada wilayah yang jauh dari pusat layanan pemerintah. Di bidang ekonomi, potensi sumber daya lokal—khususnya pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan UMKM—merupakan modal penting untuk membangun kesempatan kerja yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Potensi lokal menjadi strategis ketika dikombinasikan dengan keterampilan, teknologi, modal, pendampingan, dan akses pasar.
Sebaliknya, hambatan pendidikan dan ketenagakerjaan saling memperkuat. Kondisi geografis membatasi akses sekolah, distribusi guru, pelatihan, jaringan komunikasi, dan akses pasar. Keterbatasan infrastruktur pendidikan menurunkan keberlanjutan sekolah; keterbatasan infrastruktur ekonomi memperlambat distribusi dan perkembangan usaha. Kekurangan guru memperlemah pembentukan kompetensi, sementara rendahnya kompetensi membatasi akses pekerjaan formal dan kemampuan mengembangkan usaha secara lebih produktif.
Hambatan ketenagakerjaan juga mencakup keterbatasan modal, teknologi, informasi pekerjaan, literasi ekonomi, pendampingan, dan pasar. Hubungan ini membentuk efek berantai: keterbatasan akses pendidikan dan infrastruktur menyebabkan partisipasi pendidikan menengah belum optimal; kondisi tersebut membatasi kompetensi dan keterampilan; keterampilan yang terbatas menurunkan akses ke pekerjaan formal dan produktivitas usaha; akibatnya ketergantungan pada ekonomi subsisten tetap tinggi. Dengan kata lain, hambatan pendidikan dan ekonomi tidak dapat ditangani secara sektoral.
Temuan ini menegaskan perlunya koordinasi antara pendidikan, ketenagakerjaan, pertanian, koperasi dan UMKM, sosial, infrastruktur, serta perekonomian daerah. Penguatan pendidikan tanpa jalur transisi ke keterampilan dan pekerjaan berisiko menghasilkan manfaat ekonomi yang terbatas. Sebaliknya, program pelatihan atau bantuan usaha tanpa fondasi pendidikan, akses teknologi, dan pasar akan sulit menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
3.4 Kontribusi Pendidikan dan Ketenagakerjaan terhadap Penguatan Ekonomi
Analisis gabungan sepuluh informan mengidentifikasi rantai kontribusi yang relatif jelas. Pemerataan akses pendidikan dan peningkatan sarana serta guru memungkinkan keberlanjutan pendidikan OAP. Pendidikan yang berkelanjutan kemudian memperkuat pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan kesiapan mengikuti pendidikan vokasi atau pelatihan berbasis potensi lokal. Kompetensi yang meningkat membuka dua jalur: akses ke pekerjaan formal dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal. Kedua jalur tersebut memperluas kesempatan kerja dan usaha, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan OAP.
Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi tersebut bekerja melalui penguatan kapasitas produksi masyarakat. Tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan output, mengadopsi teknologi, mengelola usaha, dan berpartisipasi pada sektor formal. Pada jalur ekonomi lokal, modernisasi pertanian dan penguatan UMKM dapat meningkatkan produktivitas, memperluas transaksi, dan mengurangi ketergantungan pada pola subsisten. Proses ini sejalan dengan teori modal manusia yang menempatkan pendidikan dan keterampilan sebagai sumber peningkatan produktivitas (Becker, 1993; Todaro & Smith, 2015).
Namun, penelitian ini tidak mengestimasi koefisien pengaruh pendidikan atau ketenagakerjaan terhadap PDRB. Karena desainnya kualitatif, istilah “kontribusi” dalam artikel ini merujuk pada mekanisme dan jalur penguatan ekonomi yang teridentifikasi dari pengalaman informan dan dokumen pendukung, bukan pada besaran efek kausal yang terukur. Penegasan ini penting agar interpretasi hasil tetap konsisten dengan desain penelitian.
Model integratif hasil penelitian menempatkan kebijakan afirmasi OAP dan Dana Otonomi Khusus sebagai faktor pemungkin yang harus diterjemahkan ke dalam pemerataan akses pendidikan, peningkatan sarana dan guru, keberlanjutan sekolah, pendidikan vokasi, serta pelatihan berbasis potensi lokal. Setelah kompetensi meningkat, pengembangan diarahkan pada dua jalur yang saling melengkapi: jalur formal melalui kompetensi, informasi kerja, dan kesempatan kerja formal; serta jalur ekonomi lokal melalui pertanian/hortikultura, UMKM, teknologi, modal, pendampingan, dan pasar.
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Gambar 1. Model integratif pengembangan pendidikan, kompetensi, dan dua jalur ketenagakerjaan OAP di Kabupaten Puncak
3.5 Implikasi Kebijakan dan Kebaruan Penelitian
Implikasi kebijakan pertama adalah perlunya pergeseran dari program yang terpisah menuju ekosistem pengembangan SDM. Dana Otonomi Khusus dan program afirmasi perlu dirancang sebagai rangkaian yang memiliki jalur transisi yang jelas: akses pendidikan → keberlanjutan pendidikan → kompetensi → pelatihan/vokasi → pekerjaan atau usaha → peningkatan pendapatan. Dengan cara ini, indikator keberhasilan tidak berhenti pada jumlah beasiswa, sekolah, pelatihan, atau bantuan usaha, tetapi juga menilai keberlanjutan pendidikan, penggunaan keterampilan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi.
Kedua, kebijakan harus adaptif terhadap karakter geografis. Pemerataan pendidikan membutuhkan strategi khusus untuk wilayah terpencil, termasuk penguatan fasilitas, asrama siswa, insentif guru, dukungan transportasi, dan pelayanan pendidikan yang lebih dekat dengan permukiman masyarakat. Pada sisi ketenagakerjaan, pelatihan dan pendampingan perlu dibawa lebih dekat ke distrik serta dikaitkan dengan komoditas dan kegiatan ekonomi yang benar-benar tersedia. Teknologi, modal, dan pasar harus diposisikan sebagai bagian dari sistem pemberdayaan, bukan sebagai program tambahan yang berdiri sendiri.
Ketiga, kebaruan penelitian ini bersifat empiris, kontekstual, dan integratif. Secara empiris, penelitian memperlihatkan konsistensi pola dari informan lintas sektor pemerintahan. Secara kontekstual, penelitian menunjukkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Puncak bukan hanya hambatan akses, tetapi faktor yang menghasilkan efek berantai terhadap pendidikan, pembentukan kompetensi, kesempatan kerja, dan ekonomi lokal. Secara integratif, penelitian menghubungkan pendidikan OAP dengan dua jalur ketenagakerjaan—formal dan ekonomi lokal—serta menempatkan kebijakan afirmasi, teknologi, modal, pendampingan, dan pasar dalam satu ekosistem pengembangan sumber daya manusia.
Kerangka tersebut memperluas pembahasan pembangunan OAP dari pendekatan sektoral menuju pendekatan lintas sektor. Pendidikan menjadi fondasi pembentukan kompetensi; kompetensi menjadi jembatan menuju pekerjaan formal atau produktivitas ekonomi lokal; sedangkan dukungan kebijakan dan infrastruktur menentukan apakah proses tersebut dapat berlangsung secara merata. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan OAP membutuhkan kebijakan yang secara simultan memperkuat manusia, institusi, dan lingkungan ekonomi tempat kompetensi tersebut digunakan.
Ⅳ. KESIMPULAN
Pengembangan pendidikan OAP di Kabupaten Puncak telah didukung beasiswa, pembangunan fasilitas, bantuan pendidikan, kebijakan afirmasi, dan peningkatan dukungan terhadap tenaga pendidik, tetapi hasilnya belum optimal karena akses geografis, keterbatasan sarana, kekurangan dan ketidakmerataan guru, serta menurunnya keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah. Kondisi ini berimplikasi pada pembentukan kompetensi dan kesiapan kerja OAP.
Ketenagakerjaan OAP masih didominasi pertanian tradisional, UMKM, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga. Keterlibatan pada sektor formal masih rendah karena keterbatasan pendidikan, keterampilan, informasi kerja, dan peluang yang dapat diakses. Pada ekonomi lokal, produktivitas juga dibatasi oleh modal, teknologi, pendampingan, dan akses pasar. Faktor pendukung berupa Otonomi Khusus, afirmasi, komitmen pemerintah daerah, dukungan sosial-keagamaan, serta potensi pertanian dan UMKM belum sepenuhnya mengatasi hambatan struktural tersebut.
Kontribusi utama penelitian adalah model integratif yang menghubungkan pemerataan pendidikan, pembentukan kompetensi, dan dua jalur ketenagakerjaan—formal dan ekonomi lokal—menuju peningkatan kesempatan kerja/usaha, pendapatan, kemandirian, dan kesejahteraan OAP. Pemerintah Kabupaten Puncak perlu memprioritaskan integrasi kebijakan pendidikan, vokasi dan pelatihan, modernisasi pertanian, pengembangan UMKM, akses modal dan pasar, pembangunan infrastruktur, serta penguatan implementasi afirmasi. Penelitian berikutnya disarankan menguji model ini secara komparatif dan kuantitatif agar besaran kontribusi pendidikan dan ketenagakerjaan terhadap indikator ekonomi daerah dapat diestimasi secara lebih terukur.
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